BAB IV
TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP ASPEK PIDANA

UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

A. Analisis Aspek Pidana dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Untuk mengetahui aspek-aspek yang terkandung dpidama, maka
akan lebih baik jika sebelumnya dipaparkan terlatahulu pengertian dan
batasan pidana. Pidana berasal dari kata strafa@@aBelanda), yang pada
dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu pende(it@stapa) yang sengaja
dikena-kan/dijatuhkan kepada seseorang yang tetdkti bersalah melaku-
kan suatu tindak pidana. Menurut Moeljatno dalamadudan Barda Nawawi
Arief, istilah hukuman yang berasal dari kata straérupakan suatu istilah
yang konvensional. Moeljatho menggunakan istilaimgyankonvensional,
yaitu pidana.

Menurut Van Hamel, sebagaimana dikutip oleh P.A&mintang’
definisi pidana adalahe®en bijzonder leed, tegen den overtreder van een do
den staat gehandhaafd rechtsvoorschrift, op denelenk grond van die
overtreding, van wege den staat als handhaver genbare rechtsorde, door
met de rechtsbedeeling belaste gezag uit te spreferatu penderitaan yang
bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekaraseang berwenang untuk
menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai pemgnggwab dari

ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, ys&mata-mata karena

! Muladi dan Barda Nawawi Arief;eori-Teori dan Kebijakan Pidan®andung: Alumni,
2005, him. 1.
2 P.A.F. LamintangHukum Penitensier IndonesiBandung: Armico, 1984, him. 34.
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orang tersebut telah melanggar suatu peraturannmyiamg harus ditegakkan
oleh negara).

Dari pengertian-pengertian pidana di atas dapaitalitui bahwa aspek
pidana terdiri dari tiga hal, yakni pelaku, tindzidana, dan sanksi pidana atau
hukuman berupa penderitaan. Terkait dengan aspekg@idalam UU Nomor
19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta — dengan berdasda puang lingkup
pidana dari definisi pidana — maka aspek pidana yarkandung dalam UU
No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dapat dijelasidagai berikut:

1. Tindak Pidana
Tindak pidana yang dimaksud di dalam Pasal 72 UUl9dlrahun
2002 tentang Hak Cipta dapat dikelompokkan ke datltapan jenis
tindak pidana. Tindak pidana-tindak pidana tersebdalah sebagai
berikut?
a. Tindak pidana melanggar hak cipta
Tindak pidana dalam lingkup melanggar hak ciptalulitkan
dalam Pasal 72 ayat (1) — telah disebutkan di-ateeng menekankan
pada adanya pelanggaran terhadap Pasal 2 ayaar{lPasal 49 ayat
(1). Pelanggaran itu disebutkan sebagai berikut:
Pasal 2 ayat (1)

Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi penciptau ata
pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau mempetban

¥ Mengenai Klasifikasi tindak pidana dijelaskan oleberapa pihak yang antara lain
dapat dilihat dalam Gatot Supramorttak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnyakarta: Rineka
Cipta, 2010; Widyopramondiindak Pidana Hak Cipta: Analisis dan Penyelesaimrijakarta:
Sinar Grafika, 1992; “Aspek Perlindungan Hukum &etdpp Hak Cipta di Indonesia” oleh Adnar
Handie Nanang diakses dari www.tanyahukum.com/patenek _dan -hakcipta diakses tanggal
15 Mei 2011.
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ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelatustiptaan

dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menuruttysara

perundang-undangan yang berlaku

Pasal 49 ayat (1)

Pelaku memiliki hak ekslusif untuk memberikan izatau

melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya matnbu

memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/ata

gambar pertunjukannya

Dari pemaparan dua pasal di atas dapat diketalmwdéandak
pidana melanggar hak cipta mencakup setiap tindgleagumuman
atau perbanyakan suatu ciptaan yang dilakukan taepan pihak
pencipta maupun pemegang hak cipta.
. Tindak pidana yang menyangkut perdagangan hasibggakan hak
cipta

Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 72 @)at
Tindak pidana yang dimaksud dalam pasal tersebuhcakep
menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau mengpalda umum
suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hda& sgbagaimana
dimaksud dalam ayat (1). Dalam pasal ini, secadaktilangsung
terdapat pembatasan tindak pidana penjualan b&@sigpelanggaran
tersebut, yakni dalam konteks konsumen. Maksudmaah, suatu
pelanggaran dari sebagian atau keseluruhan tindgkiag dimaksud

dalam Pasal 72 ayat (2) dapat disebut sebagaigogleen manakala

dilakukan di depan umum.
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c. Tindak pidana memperbanyak penggunaan program kismpuatuk
kepentingan komersial tanpa izin
Tindak pidana ini disebutkan dalam Pasal 72 ayatyédg
dibatasi dengan ruang lingkup adanya tujuan komerédengan
demikian, apabila perbanyakan tersebut tidak diakuuntuk tujuan
komersial, maka tidak dapat disebut sebagai suatlak pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3).
d. Tindak pidana mengumumkan ciptaan yang bertentardgmgan
kebijaksanaan pemerintah
Tindak pidana ini sebagaimana terkandung dalaml Pasayat
(4) yang menyebutkan tentang tindak pidana terh&dtgntuan Pasal
17 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yakni:
Pemerintah melarang pengumuman setiap ciptaan yang
bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah dindpid
agama, pertahanan dan keamanan negara, kesukéganipan
umum setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta
Maksud dari suatu perbuatan dapat dikenakan selbiagak
pidana pelanggaran manakala tindakan pengumumagebter
bertentangan dengan kebijakan pemerintah mengeadgiah yang

dimaksud dalam Pasal 17 yang secara umum ditetapledaim

peraturan perundang-undangan.
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e. Tindak pidana yang berkaitan dengan hak atas patest hak
penyiaran
Tindak pidana yang disebutkan dalam Pasal 72 d&jain{
mencakup tindak pidana yang dilakukan terhadapnkese Pasal 19,
Pasal 20, dan Pasal 49 ayat (3) dengan pemapdrageséerikut:
Pasal 19:

(1) Untuk memperbanyak atau mengumumkan ciptaannya,
pemegang hak cipta atas potret seseorang haresilterl
dahulu mendapatkan izin dari orang yang dipotrety a
izin ahli warisnya dalam jangka waktu 10 (sepuliafun
setelah orang yang dipotret meninggal dunia

(2) Jika suatu potret memuat gambar 2 (dua) oranglakeio,
untuk perbanyakan atau pengumuman setiap orang yang
dipotret, apabila pengumuman atau perbanyakan itu
memuat juga orang lain dalam potret itu, pemegaalg h
cipta harus terlebih dahulu mendapatkan izin detiep
orang dalam potret itu, atau izin ahli waris magimasing
dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah yang
dipotret meninggal dunia

(3) Ketentuan dalam pasal ini hanya berlaku terhadapetpo
yang dibuat:

a. atas permintaan sendiri dari orang yang dipotret

b. atas permintaan yang dilakukan atas nama orang
yang dipotret; atau

c. untuk kepentingan orang yang dipotret

Pasal 20

Pemegang hak cipta tidak boleh mengumumkan poaey y
dibuat:

a. tanpa persetujuan orang yang dipotret

b. tanpa persetujuan orang lain atas nama yandgyeipatau

c. tidak untuk kepentingan yang dipotret

Pasal 49 ayat (3)

Lembaga penyiaran memiliki hak eksklusif untuk menkan
izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujya
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membuat, memperbanyak, dan/atau menyiarkan ulanga ka
siarannya melalui transmisi dengan atau tanpa Kkadttel
melalui sistem elektromagnetik lain

Dari penjelasan pasal di atas dapat diketahui bafiweak
pidana yang berkaitan dengan potret dan penyiaggkaitan dengan
perizinan untuk membuat, mengumumkan, atau mempgakasuatu
ciptaan yang dilakukan oleh pihak lain.

f. Tindak pidana yang berkaitan dengan hak moral

Disebut sebagai tindak pidana yang berkaitan dergan
moral karena berlaku bagi tindakan yang melanggetertuan
mengenai hak moral dalam UU No. 19 Tahun 2002 ngnktak Cipta.
Ketentuan tersebut secara lebih jelas disebutkéamd®asal 24 dan
Pasal 55 sebagai berikut:

Pasal 24

(1) Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut ggamg
hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkimda
ciptaannya

(2) Suatu ciptaan tidak boleh diubah walaupun hakagya
telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan
persetujuan pencipta atau dengan persetujuan ahbmwa
dalam hal pencipta telah meninggal dunia

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayatdiZaku
juga terhadap perubahan judul dan anak judul aiptaa
pencantuman dan perubahan nama atau nama samran
pencipta

(4) Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada
ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat

Pasal 55
Penyerahan hak cipta atas seluruh ciptaan kepduk pain

tidak mengurangi hak pencipta atau ahli warisnydukin
menggugat yang tanpa persetujuannya:
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a. _meniadakan nama pencipta yang tercantum padaagip

b. Irtrl:éncantumkan nama pencipta pada ciptaannya;

C. mengganti atau mengubah judul ciptaan; atau

d. mengubah isi ciptaan

Dari kedua pasal di atas dapat diketahui bahwakasfsEna
tindakan yang dimaksud dalam kedua pasal adalabkaadanya
pertanggungjawaban moral terhadap hak penciptandaliatu ciptaan.

. Tindak pidana yang berkaitan dengan informasi skt

Tindak pidana ini terkandung dalam Pasal 72 ayatyéng
menyebutkan bahwa tindakan pelanggaran terhadaptkan Pasal 25
merupakan tindak pidana pelanggaran hak cipta. ki@ dalam
Pasal 25 adalah sebagai berikut:

(1) Informasi elektronik tentang informasi manajemeak pencipta
tidak boleh ditiadakan atau diubah

(2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksuc @get (1) diatur
dengan Peraturan Pemerintah

Dari isi Pasal 25 dapat diketahui bahwa tindak madgang
dimaksud dalam Pasal 72 ayat (7) adalah berupak@amdmeniadakan
atau mengubah informasi elektronik yang berhubungkmgan
manajemen hak pencipta.

Maksud dari informasi manajemen hak pencipta adalah
informasi yang melekat secara elektronik pada sugditaan atau
muncul dalam hubungan dengan kegiatan pengumumarg ya
menerangkan tentang suatu ciptaan, pencipta, dpankkkan hak

maupun informasi persyaratan penggunaan, nomor &ade

informasi. Konsekuensinya adalah apabila infornmaanajemen hak
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pencipta dalam keadaan rusak — yang mengakibatikdanya
perubahan atau hilangnya salah satu bentuk informasaka suatu
ciptaan tidak boleh didistribusikan, disiarkan mauplikomunikasikan
kepada publik. Tindak pidana ini terbatas padal tagiaan berupa
karya-karya pertunjukan, rekaman suara atau siaran.
. Tindak pidana yang berkaitan dengan sarana kaetablogi
Tindak pidana ini terkandung dalam Pasal 72 ayatléd ayat
(9). Pada Pasal 72 ayat (8) disebutkan tindak pidterhadap
ketentuan Pasal 27 sedangkan pada Pasal 72 ayatisghutkan
tentang tindak pidana terhadap ketentuan PasaKeé&ntuan yang
terkandung dalam kedua pasal tersebut adalah sdisagaut:
Pasal 27
Kecuali atas izin pencipta, sarana kontrol tekniogpagai
pengamanan hak cipta tidak diperbolehkan dirusiileddkan,
atau dibuat tidak berfungsi
Pasal 28
(1) Ciptaan-ciptaan yang menggunakan sarana produks
berteknologi tinggi, khususnya di bidang cakramilkopt
(optical disg, wajib memenuhi semua peraturan perizinan
dan persyaratan produksi yang ditetapkan oleh nasta
yang berwenang
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana produksi
berteknologi tinggi yang memproduksi cakram optik
sebagaimana diatur pada ayat (1) diatur dengartupama
Pemerintah
Dari kedua pasal di atas dapat diketahui bahwasa@attindak

pidana yang dimaksud adalah terbatas pada perysakamdaan,

maupun dibuat tidak berfungsinya sarana kontrohdédgi dan tidak
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terpenuhinya peraturan perizinan dan produksi yditefapkan oleh
instansi yang berwenang.
Pada dasarnya, dengan mendasarkan pada ketentaam Rasal
72 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, perbuatang dapat
dikategorikan sebagai tindak pidana pelanggararci& mencakup lima
hal yakni:
a. Perizinan untuk pengumuman atau perbanyakan
b. Pencantuman nama pencipta
c. Peniadaan atau pengubahan informasi elektronikaiterdengan
informasi manajemen hak pencipta
d. Pengrusakan, peniadaan atau membuat tidak berfasagana kontrol
teknologi
e. Kewajiban memenuhi ketentuan peraturan perundadgagan bagi
ciptaan yang menggunakan sarana produksi bertejirtoiggi
Selain kategorisasi lingkup tindak pidana, darijplasan pada Bab
[l mengenai tindak pidana dalam UU No,. 9 Tahu®2@®@entang Hak
Cipta, menurut penulis juga dapat dijabarkan meaig@ermasalahan
terkait dengan batasan aspek kesengajaan tindakaigang dimaksud
dalam Pasal 72 UU No. 19 Tahun 2002 tentang HataCip
Dalam setiap ayat pada Pasal 72 digunakan istit@nahgsiapa
dengan sengaja’. Hal ini mengindikasikan bahwaapetelanggaran
sebagaimana dimaksud dalam setiap ayat pada Padwrids memiliki

unsur kesengajaan dari orang yang melakukan. Dakpek kesengajaan
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tersebut secara otomatis juga terkandung pemalaamya pengetahuan
dari pelaku tentang tindakan yang dilakukannya.

Menurut penulis, beberapa ayat pada Pasal 72 muriglak akan
menimbulkan masalah dengan penggunaan istilah &engengaja”,
khususnya yang menjelaskan tentang tindak pidamg Yeerhubungan
dengan pemegang hak cipta. Hal ini tidak berlebkaena pemegang hak
cipta secara otomatis mengetahui ketentuan-ketenyeng berkaitan
dengan hak dan kewajiban mereka sebagai pemeg&ngigia. Namun
tidak demikian dengan pihak lain yang mungkin tidatau belum
mengetahui ketentuan mengenai hak cipta.

Oleh sebab itu perlu adanya penjelasan mengenasdatdari
istilah “dengan sengaja”, apakah istilah terselemimakna dengan sengaja
melakukan perbuatan melawan hukum ataukah bern@dmgan sengaja
secara luas atau umum. Maksud dari sengaja melakylesbuatan
melawan hukum bermakna bahwa orang yang melakukdakt pidana
tersebut telah mengetahui ketentuan-ketentuan hutenkait dengan
tindakannya. Sedangkan sengaja secara luas atam nmemiliki makna
bahwa kesengajaan diukur dari aspek perbuatan aemaat bukan dari
pengetahuan hukum seseorang.

Apabila diterapkan maksud kesengajaan yang keduakam
pedagang kaos yang dengan sengaja menyiarkan bdeggangannya,
yang sebenarnya merupakan barang bajakan namundikietahui oleh

pedagang tersebut, akan dapat disebut telah melaktikdak pidana
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pelanggaran hak cipta. Padahal apabila seseoidalgrmengetahui esensi
dan akibat dari perbuatannya, maka tindakan sesgaersebut tidak
dapat disebut sebagai suatu tindak pidana.

Secara sederhana, antara kehendak dan pengetalaras h
beriringan dalam konteks istilah dengan sengajd. ilasebagaimana
dinyatakan oleh Moeljatho yang menyebutkan bahwagg@huan
seseorang terhadap sesuatu merupakan awal dariumyadkehendak.
Meski demikian, belum tentu pengetahuan tersebjafase dengan apa
yang dikehendakinya. Dari sumber yang lain disebutkan bahwa
pengertian sengaja identik dengan perbuatan yamgatkiin untuk
melakukan perbuatan tersebut dan tidak secaratebetDua pengertian
tersebut sekaligus mengindikasikan bahwa kehendakosang identik
dengan pengetahuan seseorang terhadap apa yahgrdik&inya.

Oleh sebab itu, aspek kesengajaan idealnya dapetagkan
manakala juga diimbangi dengan sosialisasi tenpangturan yang terkait
dengan hak cipta serta sosialisasi mengenai haia dplam produk.
Selama ini, masih banyak masyarakat yang kuranggetehui tentang
keberadaan hukum hak cipta. Implikasinya, tidakksiedari mereka yang
tidak mengetahui bahwa tindakan yang mereka lakuldapat
menyebabkan mereka dianggap sebagai pelaku tindakgpelanggaran
hak cipta. Oleh sebab itu, perlu kiranya Pemerintaemberikan

penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak cipta fiskum

* Moeljanto,Asas-Asas Hukum Pidandakarta: Rineka Cipta, 1993, him. 172.
® http://www.artikata.com.arti.350142.sengaja.htfislkses pada tanggal 5 Juni 2011.
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perundang-undangan yang berlaku di dalamnya. Dengdanya
pemahaman masyarakat terhadap hukum perundanggardamengenai
hak cipta, maka penerapan istilah “dengan sengakan dapat
diaktualisasikan secara sepenuhnya dengan makrendagaan yang

disertai dengan pengetahuan pelaku tentang tinda@ndilakukannya.

. Pelaku

Berdasarkan isi kandungan dari Pasal 72 UU No. deui 2002
tentang Hak Cipta, maka pelaku tindak pidana pegjaran hak cipta dapat
dikelompokkan menjadi dua, yakni pemegang hak aijata orang yang
tidak memiliki wewenang terhadap hak cipta.

1) Pemegang hak cipta
Ruang lingkup pengertian pemegang hak cipta bertledgan
pencipta. Hal ini dapat diketahui dari batasan kega dalam UU No.
19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Pencipta yangldiothdalam UU
Hak Cipta adalah sebagai berikut:
“Pencipta adalah seseorang atau beberapa orangaseca
bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan siyztan
berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan
ketrampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dabemuk
yang khas dan bersifat pribadi”
Sedangkan yang dimaksud dengan pemegang hak digi@ha
sebagai berikut:
“Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai perndik
cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut damcipta,

atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak gérak yang
menerima hak tersebut”
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Dari penjelasan di atas dapat diketahui letak mkxée antara
pencipta dan pemegang hak cipta. Secara sederlagaa disebutkan
bahwa setiap pencipta sudah pasti pemegang halk, cEmun
pemegang hak cipta belum tentu pencipta dari stiptaan. Dengan
demikian, pelanggaran hak cipta yang dilakukan gemegang hak
cipta dapat dilakukan oleh pihak penerima hak cipgupun pihak
pencipta yang sekaligus menjadi pemegang hak cipta.

Penegasan tentang dapat ditetapkannya pemegangigtak
sebagai pelanggar hak cipta disebutkan dalam bmdograsal dalam
UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sebagakberi

Pasal 19:

(1) Untuk memperbanyak atau mengumumkan ciptaannya,
pemegang hak cipta atas potret seseorang haresilerl
dahulu mendapatkan izin dari orang yang dipotretyu a
izin ahli warisnya dalam jangka waktu 10 (sepuli#iun
setelah orang yang dipotret meninggal dunia

(2) Jika suatu potret memuat gambar 2 (dua) ortanglabih,
untuk perbanyakan atau pengumuman setiap orang yang
dipotret, apabila pengumuman atau perbanyakan itu
memuat juga orang lain dalam potret itu, pemegaaig h
cipta harus terlebih dahulu mendapatkan izin detiap
orang dalam potret itu, atau izin ahli waris magimasing
dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah yang
dipotret meninggal dunia

(3) Ketentuan dalam pasal ini hanya berlaku terpgutztret
yang dibuat:

a. atas permintaan sendiri dari orang yang dipotret

b. atas permintaan yang dilakukan atas nama orang y
dipotret; atau

c. untuk kepentingan orang yang dipotret

Pasal 20

Pemegang hak cipta tidak boleh mengumumkan poaey y
dibuat:
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a. tanpa persetujuan orang yang dipotret
b. tanpa persetujuan orang lain atas nama yandgyeipatau
c. tidak untuk kepentingan yang dipotret

Dari dua pasal di atas dapat diketahui bahwa pemgebak
cipta atas suatu potret akan dapat disebut selpatmiu pelanggaran
hak cipta manakala melakukan perbuatan yang bartgah dengan isi
kandungan dari Pasal 19 dan Pasal 20 UU No. 19nTa602 tentang
Hak Cipta.

Selain pelanggaran terhadap potret, pemegang Ipék jciga
dapat dijadikan sebagai pelaku pelanggaran haka cipanakala
melakukan pelanggaran terkait dengan pencantumara reencipta,
pengubahan judul, maupun pengubahan isi suatu aciptdari

penciptanya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalasal24 dan Pasal

55.
Pasal 24

(1) Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut ggamg
hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkiamda
ciptaannya

(2) Suatu ciptaan tidak boleh diubah walaupun hpkasya
telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan
persetujuan pencipta atau dengan persetujuan abhli
warisnya dalam hal pencipta telah meninggal dunia

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayatef2aku
juga terhadap perubahan judul dan anak judul aiptaa
pencantuman dan perubahan nama atau nama samran
pencipta

(4) Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada
ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat
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Pasal 55

Penyerahan hak cipta atas seluruh ciptaan kepduék fain
tidak mengurangi hak pencipta atau ahli warisnydukin
menggugat yang tanpa persetujuannya:

a. 'meniadakan nama pencipta yang tercantum padtkacip

b. I:rl:('encantumkan nama pencipta pada ciptaannya;

Cc. mengganti atau mengubah judul ciptaan; atau

d. mengubah isi ciptaan

Di samping berkaitan dengan masalah potret danapémman
nama maupun pengubahan judul dan isi suatu cipgeanegang hak
cipta juga dapat diposisikan sebagai pelaku pekxagg hak cipta
manakala melakukan perbuatan yang melanggar katerRasal 25,
27, dan 28 yang berhubungan dengan informasi elaktmpencipta
(Pasal 25) dan sarana kontrol teknologi (Pasala2i/Rhsal 28).

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwaspaggegang
hak cipta dapat berpeluang menjadi pelaku tinddkma pelanggaran
hak cipta manakala melakukan tindakan yang berngata dengan
salah satu, sebagian, atau keseluruhan isi kandyragsal yang telah
disebutkan di atas.

Pihak lain yang tidak memiliki wewenang hak cipta

Pihak lain yang tidak memiliki wewenang terhadag bgpta
adalah pihak-pihak yang tidak diberikan izin menmegdak cipta.
Berdasarkan pemaparan Pasal 72 di atas, maka pavakdapat

dikenakan pelanggaran hak cipta manakala melaktikdakan yang

bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Pasal ripabéindakan
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pengumuman maupun perbanyakan suatu ciptaan taeipa slari
pencipta maupun pemegang hak cipta dari ciptaaelat.
3. Sanksi Pidana
Sedangkan terkait dengan sanksi pidana yang dioéda pada
pelanggaran hak cipta, berdasarkan pemaparan Pasdl atas dapat
disimpulkan bahwa sanksi yang diberikan dapat dikglokkan menjadi
tiga jenis sanksi, yakni:

1) Sanksi pidana penjara dengan masa hukuman paling & (lima)
tahun.

2) Sanksi denda dengan denda maksimal 1.500.000.0Q€e®@ miliar
lima ratus juta rupiah) kecuali pada pelanggaramgydiatur dalam
Pasal 72 ayat (1) berlaku batasan denda minimal1R}20.000,00
(satu juta rupiah).

3) Penggabungan keduanya, yakni sanksi pidana dasisierida.

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Aspek Pidana dalam UU No. 19
Tahun 2002 tentang Hak Cipta
Dalam melakukan analisa ini, penulis akan membagstdori analisa
sesuai dengan aspek pidana dalam hokum pidana j&lam meliputi aspek
pelaku, aspek perbuatan dan benda, dan aspek .sAskek perbuatan atau
tindakan disatukan dengan benda karena pada tpidaka pencurian, benda
merupakan unsur khusus yang beriringan dengan gt@mbu Berikut ini

penjelasan mengenai analisa tersebut.
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1. Pelaku

Pelaku dalam konteks UU No. 19 Tahun 2002 tentaaky Eipta
sebagaimana termaktub pada Pasal 72 tentang Katemtidana, baik
pemegang hak cipta maupun pihak lain yang tidak itlenwvewenang
hak cipta, jika disandarkan dalam perspektif hukymdana Islam
seluruhnya disebut sebagai pelaku tindak pidanangghlran hak cipta.
Padahal jika ditelaah secara mendalam, terdapaurkghkiman pelaku
tersebut belum tentu mencapai pada status pelakdakii pidana
pelanggaran hak cipta.

Pelaku tindak pidana dalam hukum pidana Islamttdldari batas
keterlibatannya dalam suatu tindak pidana. Apasdseorang bertindak
aktif secara langsung dan selesai dalam suatuktipadana, maka dia
dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana tersilantun apabila pelaku
tersebut tidak melakukan hingga akhir dari tinda#kapa, maka pelaku
tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pelatdak pidand. Dalam
konteks hokum pidana Islam, status seseorang dapnggbagai pelaku
tindak pidana didasarkan pada akibat yang ditindoulttari tindakan yang

dilakukan oleh orang tersebut.

® Pelaku langsung yang kebetulan adalah pelaku yalagz memiliki rencana untuk
melakukan suatu tindak pidantawafug. Contohnya adalah si A dan si B berkelahi di suat
tempat. Tiba-tiba si C — yang memiliki dendam kepadB — kebetulan lewat di tempat tersebut
dan kemudian ikut memukuli si B hingga meninggahidu Sedangkan pelaku langsung yang
sudah direncanakan adalah pelaku yang mana daléakukan tindak pidana telah ditentukan dan
direncanakan terlebih dahultafhaly. Meminjam contoh di atas maka dapat diimplemekaas
apabila si A dan si C telah memiliki rencana untambunuh si B yang kemudian dilaksanakan
hingga menyebabkan meninggalnya si B, maka si Asil@hadalah pelaku langsung. Lihat dalam
Ahmad Wardi MuslichPengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayktkarta: Sinar
Grafika, 2004, him. 67-70.
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Pandangan tersebut berbeda dengan konteks UU Nd.ahan
2002 tentang Hak Cipta yang secara tidak langsuegyamaratakan
status antara orang yang melakukan tindak pidalenggaran hak cipta
yang selesai maupun tidak selesai. Penyamaratesebte dapat terlihat
dari adanya kesamaan sanksi yang diberikan kepeateg ojang tidak
memandang atau membedakan tingkat tindakan yaagu#innya pada
saat tertangkap seperti disebutkan pada Pasalatd23yyang disamakan
batasan sanksinya dengan Pasal 72 ayat (3) mawgtaim dPasal 72 ayat
(5), (6), (7) dan (8) yang disamakan batasan sayksmneskipun esensi
perbuatan dan obyek perbuatannya berbeda.

Selain terkait dengan aspek akibat dari tindakamgyailakukan
oleh seseorang, pembeda status pelaku tindak pastaga UU No. 19
Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan hokum piddaenladalah terkait
dengan syarat dari orang yang melakukan tindaknpidarsebut. Dalam
UU No. 19 Tahun 2002 memang tidak disebutkan meaiggyarat yang
menjadi batasan orang yang melakukan perbuatantiaidakan seperti
Syarat usia maupun syarat yang lainnya. Meski damikbatasan orang
yang dapat dikenakan sebagai pelaku dan dapatak&arhukuman dalam
UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah sggja yang telah
memiliki tanggung jawab hokum dan terbukti melakukadak pidana.

Ketentuan tersebut berbeda dengan hokum pidanan. |$d@lam

konteks hokum Islam, seorang dapat disebut selpadmku tindak pidana
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apabila memenuhi syarat pelaku dalam tindak pidéyarat yang

berkaitan dengan pelaku tersebut adalah sebagkiiber

a. Pelaku sanggup memahami nash-nash syara' yanghgqasn taklifi.

b. Pelaku orang yang pantas dimintai pertanggung jawaan dijatuhi
hukuman’

Dari syarat tersebut terlihat bahwa tanggung jahakum dalam
konteks hokum pidana Islam lebih memusatkan padiakan agama yang
berkaitan dengan nash-nash yang telah mengatuntkateketentuan
hokum (syari’at) bagi umat Islam, baik mengenaitdndrenda maupun
dalam hal jiwa dan tubuh. Meski demikian, Islamakicberhenti hanya
pada keberadaan nash taklifi semata namun jugaakepgemahaman
terhadap aturan yang dibuat oleh Pemerintah yankuasa pada suatu
wilayah. Hal inilah yang kemudian memunculkan atilhokum ta’zir,
yakni hukuman yang ditentukan oleh Pemerintah.

Dari penjelasan penjelasan tersebut dapat diketiahlnva tidak
semua orang dapat disebut sebagai pelaku tindakpigelanggaran hak
cipta meskipun esensi perbuatannya telah sampaa piadak pidana
pelanggaran hak cipta. Hal ini dapat terjadi karsgseorang dapat disebut
sebagai pelaku tindak pidana pelanggaran hak ctgtak hanya

disandarkan pada esensi perbuatan semata namunigagalarkan pada

" Syarat tersebut juga memiliki arti pelaku mengetdinkum-hukum taklifi dan untuk itu
maka hukum tersebut sudah ditetapkan dan disiakkpada orang banyak. Dengan demikian
maka hal itu berarti tidak adarimah kecuali dengan adanya nash (ketentuan). Padatkaten
hukum itu sendiri ada faktor yang mendorong sesepuatuk berbuat atau tidak berbuat. Hal ini
berarti ia mengetahui bahwa ia akan dikenakan hakuapabila ia tidak mentaati peraturan atau
ketentuan hukum tersebut. Dengan demikian makagrgagnya adalah bahwa suatu ketentuan
tentangarimah harus berisi ketentuan tentang hukumannya. Liakndibid., him. 31
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pengetahuan orang yang melakukan tindakan tergebu&dap hokum
yang berlaku, baik hokum dalam lingkup nash takfiiupun hokum yang
dibuat oleh pemerintah yang berkuasa. Dalam ami, lseorang yang
melakukan perbuatan yang termasuk dalam tindakhpigalanggaran hak
cipta apabila tidak disertai dengan pengetahuangeren hokum, maka
orang tersebut tidak dapat disebut sebagai peiattakt pidana.

Pengetahuan hokum tersebut selain memiliki arti ngala
pengetahuan dari pelaku juga berimplikasi pada ysdakeharusan
sosialisasi hokum oleh pemerintah kepada masyar8ieditab, meskipun
suatu produk hokum telah ada namun tidak ada s#sal kepada
masyarakat dan kemudian ada anggota masyarakat wyeatgkukan
pelanggaran terhadap ketentuan aturan tersebuta roekng tersebut
menurut hokum pidana Islam tidak dapat disebut gabpelaku tindak
pidana.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa pelaklak pidana
pelanggaran hak cipta dalam UU No. 19 Tahun 206famg Hak Cipta
dalam konteks hokum pidana Islam tidak semuanyatdiipebut sebagai
pelaku, meskipun perbuatan yang dilakukannya telahcapai esensi dari
tindak pidana pelanggaran hak cipta. Dalam konteksim pidana Islam,
seseorang yang dapat disebut pelaku tindak pidafenggaran orang
adalah orang yang memenuhi syarat-syarat sebagiaite
a. Mukallaf

b. Mengetahui nash taklifi
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c. Mengetahui hokum pemerintah yang berlaku
d. Melakukan perbuatan pelanggaran terhadap nash hataum yang
berlaku
e. Ada sifat melawan hukum
2. Tindakan atau Perbuatan dan Benda

Tindakan atau perbuatan kejahatan atau juga yasejpuli dengan
istilah jarimah dalam konteks hukum pidana Islarpadalikelompokkan
menjadi tiga jenis, yaknjarimah hudud jarimah gqishash-diyat dan
jarimah ta’zir. Ketiga jenis jarimah ini memiliki karakteristikntiak
pidana dan sanksi pidana yang satu dengan lairemeda.

Jarimah hudud merupakan perbuatan pidana yang ggslan
hukum Allah dan ketentuan hukumnya dikembalikarepegtentuan Allah
tanpa dapat diringankan atau diperberat hukumandg@amah gishash-
diyat memiliki dua ruang makna, yakni jarimah yadmgrlaku hukuman
balasan yang sama dengan apa yang telah diperlarapelaku semisal
memukul dibalas dengan hukuman pelaku dipukul jaiamah diyat yang
memiliki makna jarimah yang berlaku hukuman gantgirdi mana
ketentuan ganti rugi ditetapkan oleh korban atalugkga korban.
Sedangkan jarimah ta’zir adalah jarimah yang bearldkkuman dari
ketentuan hakim di mana dalam hal ini dapat berladmgurangan atau
penambahan hukuman.

Apabila dilakukan perbandingan antara tindak piddalm UU

No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan hukulanai Islam, maka
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secara sederhana akan ada dua kemungkinan stadak pidana dalam
UU Hak Cipta ditinjau dari hukum pidana Islam. Dkeanungkinan status
tersebut adalah status sebagai jarimah hudud ddus stebagai jarimah
ta’zir. Berikut ini penjelasan penulis mengenaiekspidana pelanggaran
hak cipta sebagaimana dimaksud dalam UU No. 19 M&002 tentang
Hak Cipta dalam sudut pandang dua jarimah dalamrykdana Islam.

c. Pelanggaran hak cipta dalam perspektif jarimah dudu

Sebagaimana telah disebutkan pada bab Il bahwmghri
hudud merupakan suatu pelanggaran pidana terhadkpAHah.
Jarimah hududitu ada tujuh macam, yaitjarimah zina, jarimah
gadzaf, jarimah syurbul khamr, jarimgbencurianjarimah hirabah,
jarimah riddah, jarimah al bagy@emberontakan).

Dalam kaitannya dengan jarimah pencurian, ada bpher
unsur yang dapat dijadikan acuan untuk menetapkatu stindak
pidana pencurian termasuk ke dalam jarimah hudad tedak. Unsur-
unsur tersebut adalah sebagai berfkut:

1) Pengambilan dilakukan secara diam-diam
2) Barang yang diambil berupa harta
3) Harta tersebut milik orang lain
4) Adanya niat yang melawan hukum
Namun, dari keempat unsur tersebut, masih adatketeryang

berhubungan dengan unsur yang kedua, yakni syaandy yang

8 Ahmad Wardi MuslichHukum Pidana IslagnJakarta; Sinar Grafika, 2005, him. 83.
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diambil berupa harta. Syarat agar barang yang diahapat disebut

sebagai harta adalah sebagai berikut:

1) Barang yang dicuri harusal mutagawim
Maksud dari barang harumal mutagawimadalah bahwa harta
benda yang menjadi obyek pencurian berwujud hastald yang
dapat dihargai atau dapat diperjualbelikan. Sakdh syaratnya
adalah barang tersebut berupa barang yang halauk unt
dijualbelikan. Jadi, secara tidak langsung berbaihwa barang
yang tidak halal tidak termasuk hantatagawim

2) Harus berupa benda yang bergerak (yang dapat dipkaah)
Maksud dari harta benda yang bergerak bukan béanta tersebut
adalah harta yang mampu bergerak seperti mobil sithbergerak
di sini adalah bahwa harta benda tersebut mampu ddgat
dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lainnya

3) Tersimpan di tempat simpanannya
Maksud dari tersimpan di tempat simpanannya adsdata benda
tersebut terletak di tempat yang tersembunyi ataana

4) Mencapai nishab pencurian
Terkait dengan nishab pencurian, ada perbedaanapanddi
kalangan ulama. Menurut Ali bin  Muhammad al-Jurjani

menyatakan bahwa batasan nishab untuk pencuridahasiebesar

% Ibid., him. 83-85.
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10 dirham. Sedangkan menurut Imam Syafi’i, batas@hab
adalah sebesar 4 dindr.

Dari segi syarat benda (mahkum bih) yang berkemioabegm
figh-figh klasik, sekilas hak cipta yang berbentakstrak tidak
memenuhi syarat kebendaan karena tidak adanya aspefambilan
benda tersebut. Namun dalam perkembangan fighirsiadtak cipta
yang berbentuk abstrak dipandang sebagai salathsgtig maliyyah
(hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukumshma
sebagaimana mal (kekayaan). Hal ini sebagaimamaaktub dalam
Fatwa MUI tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intel@k (HKI)
tahun 2005?

Terpenuhinya seluruh unsur dan syarat di atas tdigtat
menjadikan suatu tindak pidana pencurian sebagangh hudud.
Akan tetapi, jika salah satu syarat atau bahkaruruds atas tidak
terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapategjkakan sebagai
jarimah hudud.

Jika mengacu pada syarat dan unsur yang terkandalagn
jarimah hudud pencurian, maka tindakan-tindakangydimaksud
dalam Pasal 72 yang berpeluang untuk dijadikan geebgrimah

hudud adalah tindak pidana pelanggaran hak ciptg gidakukan oleh

% |mam Ali bin Muhammad al-Jurjaniyitab al-Ta’rifat, Surabaya: Haramain, 2001,
him. 117-118.

1 Fatwa MUI tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intalek(HKI), Jakarta, 2005.
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pemegang hak cipta dan pihak lain yang tidak m&miliewenang

terhadap hak cipta.

Tindak pidana pelanggaran hak cipta yang dilakukéeh

pemegang hak cipta yang dapat berpeluang masulalkendarimah

hudud adalah tindakan yang disebutkan pada: P&sayat (5) yang

mana tindak pidana tersebut terkait dengan pelaagghak cipta

berupa tindakan yang bertentangan dengan ketextalam Pasal 19

dan Pasal 20. Untuk memperjelas, maka berikut emups paparkan

kembali isi dari kedua pasal tersebut:

Pasal 19:

(1) Untuk memperbanyak atau mengumumkan ciptaannya,

(2)

)

pemegang hak cipta atas potret seseorang haresilerl

dahulu mendapatkan izin dari orang yang dipotrety a

izin ahli warisnya dalam jangka waktu 10 (sepuliamun

setelah orang yang dipotret meninggal dunia

Jika suatu potret memuat gambar 2 (dua) oraag a

lebih, untuk perbanyakan atau pengumuman setiapgora

yang dipotret, apabila pengumuman atau perbanyiakan

memuat juga orang lain dalam potret itu, pemegaaig h

cipta harus terlebih dahulu mendapatkan izin detiap

orang dalam potret itu, atau izin ahli waris masimgsing

dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah yang

dipotret meninggal dunia

Ketentuan dalam pasal ini hanya berlaku tenhgutzret

yang dibuat:

a. atas permintaan sendiri dari orang yang dipotret

b. atas permintaan yang dilakukan atas nama orang
yang dipotret; atau

c. untuk kepentingan orang yang dipotret

Pasal 20

Pemegang hak cipta tidak boleh mengumumkan poaeg y
dibuat:

a.
b.

tanpa persetujuan orang yang dipotret
tanpa persetujuan orang lain atas nama yandgyelipatau
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c. tidak untuk kepentingan yang dipotret

Sedangkan tindak pidana yang dilakukan oleh pihak yang
dapat berpeluang menjadi jarimah hudud adalah sebhaga
disebutkan dalam Pasal 72 ayat (1), ayat (2), gah (@) yang mana
isi kandungan dari masing-masing ayat dapat dipaparsebagai
berikut:

(1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan
perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21ayat (
atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan
pidana penjara masing-masing paling singkat 1 )satu
bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.@00,0
(satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama
(tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.
5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan,
mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan
atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak
Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,0@ (li
ratus juta rupiah).

(3) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak
memperbanyak  penggunaan untuk  kepentingan
komersial suatu program komputer dipidana dengan
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/denda
paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah).

Dari pemaparan di atas, inti dari tindakan yangatidgkenakan
jarimah hudud adalah tindakan menjual atau untupeR&ngan
komersial suatu hasil ciptaan yang dilakukan ta@pasebagaimana

dimaksud dalam pasal di atas. Namun, meskipun tilidkhului oleh

izin, bukan berarti setiap tindakan sebagaimanaakod dan
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disebutkan dalam pasal-pasal di atas dapat secapanats
dikategorikan sebagai jarimah hudud. Hal ini tarki@ngan ketentuan
syarat dan unsur yang harus terpenuhi dari jarimatud.Maksudnya
adalah, apabila tindakan sebagaimana dimaksud dadasad-pasal di
atas telah memenuhi syarat dan unsur dari jarimatudy maka
tindakan-tindakan tersebut dapat dikategorikangaljarimah hudud,
begitupula sebaliknya apabila tidak memenuhi sydeat unsurnya
maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorildragai jarimah
hudud. Hal tersebut penting karena dalam tindakmadsebagaimana
dimaksud dalam pasal-pasal di atas tidak harusalii@&ngan proses
pengambilan harta benda milik seseorang. Bahkardakakteknya,
tidak jarang aktifitas penjualan kembali baranglh@gtaan seseorang
yang dilakukan tanpa izin didahului dengan prosashelian barang
yang sabh.

Dalam konteks hukum pidana Islam, apabila seseotealah
melakukan pembelian secara sah, berarti orangbigrgelah dapat
menggugurkan aspek pencurian. Meskipun kemudiareosmsg
tersebut memperbanyak barang dan melakukan penjuadaang
tersebut, tetap saja seseorang tersebut tidak déddegorikan telah
melakukan jarimah pencurian. Hal ini dapat terj&drena tidak
terpenuhinya syarat dan unsur jarimah pencuriaantdgberbuatan
tersebut, khususnya proses pengambilan harta besfolgai obyek

curian oleh seseorang tersebut. Bahkan manakadaraeg melakukan
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pencurian terhadap suatu hasil ciptaan orang lan kKemudian
dilakukan perbanyakan dan penjualan, hal tersebluinbtentu dapat
dikategorikan sebagai jarimah hudud pencurian épalbelum

memenuhi nishab pencurian.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa tindakashatian
yang disebut dan dimaksud dalam Pasal 72 dapatlbarmg menjadi
jarimah hudud pencurian, namun tidak masuk sedaraatis. Hal ini
lebih dikarenakan adanya penekanan pada esenakandlan akibat

yang menjadi pertimbangan dalam hukum pidana Islam.

d. Pelanggaran hak cipta dalam perspektif jarimahrta’z

Terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksdamd
Pasal 72, maka seluruh tindakan yang disebutkaanmdphsal tersebut
dapat berpeluang dikategorikan sebagai jarimahirta’zHal ini
menurut penulis dapat disepakati namun juga dajpalakl Dapat
disepakati karena tindak pidana dalam UU Hak Ciptikan termasuk
jenis tindak pidana yang tidak terdapat ketentusituman yang tidak
dapat dikurangi atau ditambahi. Dengan demikian,| i
mengisyaratkan adanya status ta’zir, di mana jdnikumannya
ditentukan oleh Majelis Hakim; termasuk dalam hehgurangan

maupun penambahan hukuntan.

12 Mengenai penjelasan tentang jarimah ta'zir, sedelih jelas dapat dilihat dalam
Ahmad Wardi Muslich, "Pengantar dan Asas Hukum ®édiglam ...” op. cit, him. 20.
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Menurut penulis, keberadaan tindakan-tindakan yang
terkandung dalam Pasal 72 dapat dimasukkan ke dalamah ta’zir
karena tidak termasuknya tindakan-tindakan yangakismd ke dalam
dua jarimah lainnya atau tidak terpenuhinya syamauk menjadi
jarimah hudud. Pada lingkup yang pertama, yakrmktitermasuknya
tindakan-tindakan ke dalam dua jarimah selain janmta’zir,
tindakan-tindakan yang dimaksud pada Pasal 72 ydagat
dikategorikan ta’zir adalah tindakan selain yangeut dalam Pasal
72 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan &yatHal ini dikuatkan
dengan tidak adanya indikasi perbuatan pokok dafmph selain
jarimah ta’zir. Untuk memperjelas, maka berikut skan penulis
paparkan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksuwinsghdakan
dalam ayat ke-satu hingga ke-lima dari Pasal 72:

(6) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melaiRggal 24
atau Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara pkliing 2
(dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 16@00,00
(seratus lima puluh juta rupiah)

Bunyi Pasal 24 dan Pasal 55 adalah sebagai berikut:
Pasal 24

(1) Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntuteggamg
hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkamda
ciptaannya

(2) Suatu ciptaan tidak boleh diubah walaupun hptacya
telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan
persetujuan pencipta atau dengan persetujuan ahli
warisnya dalam hal pencipta telah meninggal dunia

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayatef23ku
juga terhadap perubahan judul dan anak judul awptaa
pencantuman dan perubahan nama atau nama samran
pencipta



(7)

(8)

(9)
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(4) Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada
ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat

Pasal 55

Penyerahan hak cipta atas seluruh ciptaan kephéd& fain tidak
mengurangi hak pencipta atau ahli warisnya untukggegat
yang tanpa persetujuannya:

a. meniadakan nama pencipta yang tercantum patiacip

itu;

b. mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya,

C. mengganti atau mengubah judul ciptaan; atau

d. mengubah isi ciptaan

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melaRggal 25
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dahlun
dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,0at¢selima
puluh juta rupiah)

Bunyi Pasal 25 adalah sebagai berikut:

(1) Informasi elektronik tentang informasi manajemenk ha
pencipta tidak boleh ditiadakan atau diubah

(2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada @y
diatur dengan Peraturan Pemerintah

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melaRggal 27
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dabyn
dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,0at¢selima
puluh juta rupiah)

Bunyi Pasal 27 adalah sebagai berikut:

Kecuali atas izin pencipta, sarana kontrol tekniolsgbagai
pengamanan hak cipta tidak diperbolehkan dirusalgddkan,
atau dibuat tidak berfungsi

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melaRggal 28
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (linadaun
dan/atau denda paling banyak Rp. 1.500.000.006&@ (iliar
lima ratus juta)

Bunyi Pasal 28 adalah sebagai berikut:
(1) Ciptaan-ciptaan yang menggunakan sarana produks
berteknologi tinggi, khususnya di bidang cakramikopt
(optical disc), wajib memenuhi semua peraturanzpen
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dan persyaratan produksi yang ditetapkan oleh nesta
yang berwenang
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana produksi
berteknologi tinggi yang memproduksi cakram optik
sebagaimana diatur pada ayat (1) diatur dengarnupana
Pemerintah
Berdasarkan pemaparan di atas, maka tidak ada hkgadu
esensi dari suatu tindakan yang dapat mengindikastindakan-
tindakan tersebut masuk ke dalam jarimah hudud oraupshash-
diyat. Seluruh pelanggaran yang terkandung dalacheki pidana di
atas berkaitan dengan pelanggaran terhadap hakapgem namun
tidak dilaksanakan dalam bentuk pencurian, pengaara maupun
pembunuhan. Oleh sebab inilah penulis menganggawabaelain
tindakan-tindakan sebagaimana disebut dan dimaftalasm Pasal 72
ayat (1) hingga ayat (5) dapat dimasukkan ke dgaimah ta’zir.
Sedangkan masuknya jarimah hudud yang tidak tehpenu
syarat dan unsurnya ke dalam jarimah ta'zir menypenulis
merupakan konsekuensi yang logis dalam konteks rhulksiam.
Seperti diketahui bahwa hukum Islam sangat mengetdam rukun,
Syarat, maupun unsur-unsur yang harus terpenuhisgieuatu hal atau
tindakan. Apabila tidak terpenuhi salah satunya, kanaakan
mengakibatkan tindakan tersebut tidak dapat dissblodgai tindakan
yang dimaksud karena memiliki kecacatan dalam sy@daa unsur.
Dengan demikian, apabila tindak pidana yang begmgumasuk ke

dalam jarimah hudud pada Pasal 72 tidak memenanasgan unsur

jarimah hudud, maka secara otomatis akan masukakandjarimah
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diyat atau ta’zir. Oleh karena jarimah diyat habgaaku pada jarimah
penganiayaan terhadap tubuh dan jiwa, maka sectwenats
kemudian tindak pidana-tindak pidana yang dimakaskeh masuk ke
dalam jarimah ta’zir.

Namun jika melihat esensi sebab akibat pada timudkna
pelanggaran hak cipta, maka penulis kurang sepidaatisandarkan
pada jarimah ta’zir, khususnya yang berkaitan deraspek pidana
yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki halptz dan
pemegang hak cipta.

Apabila diamati secara mendalam, dalam tindak pidan
pelanggaran hak cipta — khususnya yang dilakukeh ofang yang
tidak memiliki hak cipta dan orang yang memegan§ bgta —
memunculkan dampak kerugian bagi pemilik hak cigtaisusnya
dalam aktifitas memperbanyak, mengumumkan, apalagi
mengkomersialkan hasil ciptaan orang lain tanpa @&n dengan
sengaja. Hal ini seolah akan menjustifikasikanfitds tersebut dengan
tindakanghasabjika diukur dari segi pemanfaatan milik orang lain
untuk mencari keuntungan. Namun menurut penuligdrakbut tidak
dapat disandarkan pada pengambilan manfaat atag y#enal
dengan istilahghasab Hal ini Dalam konteks ghasab, dalam tindak
pidana hak cipta tidak terjadi pengembaliam. Padahal esensi dari
ghasab adalah adanya pengambilan atau penggunadaamdengan

pengembalian bend&ain). Selain itu, terjadi pergerakan benda yang
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di-ghasab Sedangkan pada tindak pidana UU Hak Cipta tidgkdi
perpindahan bend3.

Selain dapat dikategorikan ke dalam jenis jarimalard konteks
hukum pidana Islam, terdapat perbedaan pandandaradrukum pidana
Islam dengan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Ciptigait dengan
proses suatu tindak pidana. Dalam UU No. 19 Tal0R Zentang Hak
Cipta tidak ada penjelasan mengenai tindak pidaenggaran hak cipta
yang belum selesai atau tidak dilakukan seluruhrijlamang secara
hukum positif, suatu tindak pidana yang hanya dikak sebagian atau
belum keseluruhan kemudian pelaku tersebut tertgmgknaka pelaku
tersebut tetap dapat dikategorikan sebagai orang weelakukan tindak
pidana percobaan pelanggaran hak cipta yang mamksisga dapat
disamakan dengan tindak pidana sebagaimana dimaleaoch Pasal 72.
Hal ini berbeda dengan konsep tindak pidana dalakarh pidana Islam.
Menurut hukum pidana Islam, seseorang yang tidésaeatau belum
selesai dalam melakukan tindak pidana pelanggaakircipta tidak dapat
disebut sebagai pelaku tindak pidana sebagaimanakdud dalam Pasal
72 melainkan disebut sebagai pelaku tindak pidasaa dengan akibat
yang ditimbulkannya.

3. Sanksi Pidana
Kembali kepada permasalahan pelanggaran hak ciptamd

konteks jarimah ta'zir. Idealnya, apabila orang akid melakukan

13 Mengenai pengertian ghasab dan pencurian dajisatdilalam Imam Tagjiy al-Din Abi
Bakar MuhammadKifayat al-Akhyar Juz,lt.kp: Hudamain, 2005, him. 294-295.
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pelanggaran terhadap UU Hak Cipta, maka penci@a dkpat menikmati
keuntungan dari proses komersialisasi hasil ciptgansecara legal.
Namun dengan adanya tindak pidana pelanggaran M@k, anaka
keuntungan tersebut akan berkurang. Memang dalemaja ta’zir juga
terdapat ketentuan pembayaran denda yang dikenkdgpada pelaku.
Namun dalam ketentuan tersebut, denda ditentukalm wiajelis hakim
serta akan masuk dan menjadi hak nelfafgabila hal ini dilaksanakan,
maka pihak yang dirugikan tidak akan mendapatkarti gagi terhadap
haknya. Hal inilah yang menjadi indikasi adanyaugean yang diderita
oleh pemilik hak cipta apabila terjadi pelanggahak cipta oleh orang
yang tidak memiliki hak cipta maupun oleh pemegaa§ cipta. Oleh
sebab itu, menurut penulis, dalam memberikan hukuntenda
seyogyanya diserahkan kepada pihak pemilik hakacyang menjadi
korban dan dirugikan. Hal ini sekaligus mengindikas bahwa besaran
denda yang ditujukan kepada para pelaku pelanggatanipta dalam UU
Hak Cipta kurang sesuai dengan ketentuan hukunmlslapabila
disandarkan pada hukum Islam, seharusnya dendadjmtghkan harus
didasarkan pada kerugian yang diderita oleh pileaicipta.

Suatu contoh misalnya, seseorang melakukan peleargtgrhadap
Pasal 72 ayat (1) berupa memperbanyak kaos hasdaci seseorang
sejumlah 10 buah tanpa izin dari pemilik hak cigpabila disandarkan

pada konteks UU Hak Cipta, maka pelaku tersebut dikeenakan denda

14 Sebagaimana dijelaskan dalam “Ensiklopedi Hukudaa Islam”op. cit, him. 101.
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minimal Rp. 1000.000,00 (satu juta rupiah) padgedhku tersebut hanya
melakukan perbanyakan tanpa adanya unsur komeasil hdirga kaos
tersebut tidak mencapai nilai denda yang dikenakgabila diterapkan

ketentuan UU Hak Cipta tersebut, maka akan meragijkhak pelaku

karena nilai dari kaos yang diperbanyaknya apatikamersilkan tidak

akan mencapai nilai nominal denda minimal dalamaP&2 ayat (1).

Padahal dalam kaidah hukum Islam, penerapan hukuanush
menghilangkan madlarat, termasuk madlarat yangtdapabuat pelaku
terdzalimi.

Meskipun kurang sesuai dengan konteks sebab akdéntt aspek
sanksi pidana dalam hukum pidana Islam, adanyatqqesne jumlah denda
yang besar dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang HakaGnenurut
penulis dapat dimaklumi karena hal itu tidak latialah sebagai langkah
prefentif dari penegakan hukum. Dengan adanya defaey besar,
diharapkan muncul ketakutan dari orang-orang yakan amelakukan
pelanggaran terhadap hak cipta. Dalam konteks hukisham,
menghilangkan madlarat memang menjadi landasan aknutlalam
penerapan hukum. Bahkan dalam kaidah penentuan mjulaspek
penghilangan madlarat menjadi salah satu dasarlidai kaidah yang

ada®®

5 Mengenai kelima kaidah dalam penentuan hokum ddifiaat dalam Teuku M. Hasbi
Ash-ShiddieqyFalsafah Hukum Islapdakarta: Bulan Bintang, 1975, him. 436-437.



